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PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR (S TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR,

a.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021, perlu ditindaklanjuti;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan

Peraturan Bupaii tentang Penjabaran. Pertanggungjawaban.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanahr damr Bangunman (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); r /




2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. (Lembaran. Negara. Republik Indonssia. Tahun. 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undarg-Undang Nomror 15 Talam 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); r /
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran. Negara Republik. Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republilc Indonesia Talar 2005 Nomor 138, Tanrbalrarr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51355);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan. .atas. Peraturan Pemerintah Nomor 23. Tahun.
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); r /




Menetapkan

4

20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan. Minimal (Lembaran. Negara. Republik.
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencaraarr Pemrbangurenr damr Keuangan Daeralry (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

25.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
Nomor 8);,

26.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 5});

27.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022
Nonror S).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN. ANGGARAN.
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 108.964.768.080,61
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.383.721.744.496,10

f




-y

5

c. Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang sah Rp..  54.128.050.000,00.
Jumlah Pendapatan Rp. 1.546.814.562.576,71

2. Belanja
a. Belanja Pegawai Rp. 549.944.743.092,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 288.597.078.113,69
.. Belanja.Bunga Rp.. -0,00.
d. Belanja Subsidi Rp. 3.150.000.000,00
e. Belanja Hibah Rp. 77.029.520.816,00
f. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
.£. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
h. Belanja Transfer Rp. 272.746.623.800,00
i.  Belanja Tidak Terduga Rp. 436.321.500,00
j- Belanja Modal Rp. 259.280.835.551,65

Jumlah Belanja dan Transfer Rp.1.451.185.122.873,34
Surplus/(Defisit) Rp. 95.629.439.703,37

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 43.458.755.032,02
b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00
c. Jumlah Pembiayaan Netic Rp. 42.458.755.032,02
d. Sisa lebilr pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp. 138.088.194.735,39

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam. Pasal 1 tercantum .dalam. lampiran. I Peraturan Bupati

Ogan Ilir ini.
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran

realisasi anggaran.
Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam laporan II
Peraturan Bupati Ogan Ilir ini,

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati Ogan Iir ini. f%
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

L]

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggalQ;f Agustus 2022

BUPATI OGAN.ILIR,
dto.
PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 241 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022
NOMOR &S

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

A5

IMTIHANA, SH.,M.Si
PEMBINA TK. I/IV.b
NiP. 197502172008012001




